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Nomor

Lampi ran

Per iha l

tl86 /cr06.1./KP6/zoro

Pembayaran tunjangan profesi  dosen

yang studi lanjut dengan biaya sendir i

Yth. Pimpinan PTS Kopert is Wilayah Vl

d i -

Jawa Tengah

Menunjuk surat Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi

Kemendiknas nomor 1166/D4.3/2OIO tanggal 26 Mei 2O1O perihal  sepert i

tersebut pada pokok surat,  dengan hormat kami sampaikan penjelasan dari

Pejabat Kepala Biro Kepegawaian Kementer ian Pendidikan Nasional melalui  surat

nomor :29253/A4.5/KP/zOtO tanggal 15 Apri l  2010 tentang pembayaran tunjangan

profesi  dosen yang studi lanjut atas biaya sendir i  (swadana).

Sehubungan dengan hal tersebut di  atas, mohon penjelasan tersebut dapat

d icermat i  dan d i jad ikan pedoman.

Demikian, atas perhat ian dan kerjasama Saudara kami ucapkan ter imakasih.

Koord

Prof.  Drs. Mustaf id,  M.Eng, Ph.D

NrP. 195505281980031002

inator,

4^\



KEMEN'TERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudinnan - Senayan

JAKART A IO27O

Telepon (021) - 57l l l44 (hunting)

Nomor
Larnpiran
Ilal

)9$)te4.s/KP/2oto

Pembayaran tunjangan profesi bagi dosen
yang studi lanjut dengan biaya sendiri (srvadana)

I5  Ap r i l  2010

Yth. DirekturKetenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasiorfal
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nonlor 10061D4.312010 tanggal l2 Apri l  2010 hal mcngcnai
tersebut di atas, dan memperhatikan surat Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tirrggi Srvasta
Wilayah VII nomor 0692/L7/KPl20l0 tanggal 30 Maret 2010 yang di jadikan sebagai lampiran dari
surat Saudara tersebut di atas, <lengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai bcrikut :

1. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nonror 48 Tahun 2009 tentang Pcdoman
Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipi l  (PNS) di l ingkungan Dcpartcnlcr.r
Pendidikan Nasional, pada Bab V diatur keterrtuan tentang belajar atas biaya senclir i .  Prinsip
<lasar dari pemberian izin belajar atas biaya sendir i  scbagairnana diatur dalam Pasal 26 ayaL (2)
huruf b adalah pelaksanaan studi lanjut atas biaya sendir i  tersebut dibcrikan apabil l  t iclalt
menganggu tugas hcdinasan dan atau tugas pel<erjaan schari-hari scbagai PNS.

2. I3agi PNS dosen ukuran t idak rncnganggu tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan schari-hari
dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, sebagairnana tcrsebut dalam'Pasal 
8 ayat ( l) huruf b yaitu melaksanakan tr idharnra perguruan t inggi dengan bcban

ker ja  pal ing scdik i t  sepadan dcngan 12 SKS dln pal ing banyak l ( r  SI (S.pada sct i lp
scmestcr sesuai dengan kuali l ' ikasi akadenriknya dengan ketcntuan bcban kcrja
pendidikan dan peneli t ian paling sedikit scpadan dcngan 9 SKS, dan beban kcrja r"rntr"rk
pengabdian kepada masyarakat dan pcnunjang tr idharnla pcrguruan t irrggi pal ing scrcl ikit
sepadan dengan 3 SKS.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tcntartg I)crtgclolaan dan Pert l 'clcngllaraal.)
Pendidikan, sebagaimana tersebut clalam l 'asal 87 ayat (2) l l i t l trva I scmcstct '  tcrt l i r i  at:rs
14 sampai  dengan 16 minggu.

c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nonror 3(t lDlOl200i t . ' :r t tang Pcttrnjtrk 
' l -cknis

Pelaksanaarr Penilaian Angka Kredit Jabatan Doscn, scbagaittrana terscbr.rt clal i tm
Lampiran II.a, bahwa perhitungan angka l.redit kegiatarr dosen per-scltte: i ter clcngan
memperhatikan jcnis kegiatan dan beban kcr. ia idcal seorang doscn ),aitu cl i tr ivalcn
dcngnn 40 jam pcrminggu

3. Bahwa apabila seorang dosen yarig mclanjutkan studi atas biaya scndir i  dan tugas kc' 'va.l . ibannya
sebagai 

'dosen 
dapat mcmenulif  nrinirnal r.vaktu pclaksrttraatr bcbau \crja scbagai doscn

sebalaimalra terse6ut pada butir 2 di atas, nraka status I 'NS doscn yang.lrersangkutan adalah
dosei akti f  dan oleh karena itu hak-haknya sebagai dosen baik yang bcrhubungan clcttgan
tunjangan jabatan, tunjangan profesi (bagi yang tclah menri l iki  scrt i f ikat pcndidik cioscn)'
keriaikin j ibatan fulgsionll  doien, dan'kenaikan pangkat tctap dibcrikan scpanjaug Ittcttrcnrt l t i
ketentuan yang berlaku.



4, Balya apabila seorang dosen.melanjutkan studi atas bia1,a sendiri tctapi kegiatan melaksanakan
studi tersebut menganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak memeiuhi minimal beban
kerja yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen dalarn I semester, maka kepada pXS aoi"t
yang. bersangkutan tidak dapat diberikan izin belajar tetapi adalah tugas beiajar (aras biaya
sendiri), dan tunjangan fungsional serta tunjangan profesi (bagi yang tilah memiliti sertifikat
pendidik, dosen) dihentikan. pembayarannla selama rnelakslan'akan tugas belajar tcrsebut.
Termasuk dalam hal ini adalah dosen yang studi larrjut atas biaya Jendiri, tetapi tempat
pelaksanaan studi lanjut tersebut berbeda kota atau 6eriauhan diri kota tempaf ctonriiiti
perguruan tinggi asal. PNS dosen yang bersangkutan, sehingga PNS dosen yang bersangkutan
tidak dapat memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan dalarn I iemEster.

5. Perlu juga.kami informasikrn lcepada Saudara, bahwa banyak kasus yang terjadi cialam masa
tttgas belajar dimana ada PNS dosen dalam jangka waktu penugasan yang dibcrikan t idak
dan/atau belum berhasil menyelesaikan studinya, dan sumber biaya untuk iugis belajar tersebut
juga.telah selesai/habis masanya, maka PNS dosen yang bersangkutan mcngilukan pcngaktifan
kembali sebagai dosen (karena menganggap sudah selesai tugas belajai)- untu( kemudian
meminta izin belajar atas biaya sendiri untuk melanjutkan penyelesaian sfudinya tersebut. Oleh
karena yang bersangkutan rnerasa telah kernbali berstatus sebagai dosen aktif dan mclanjutkan
studi atas biaya sendiri, kemudian yang bersangkutan menuntut hak-haknya sebagai dosen yang
aktif untuk diberikan kembali, termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan profesi (bagi yang
telah memil iki sert i f ikat pendidik dosen sebelunr nrelaksanakan tugas bclajar), Tcrhadap kasus
seperti ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Tugas belajar pada dasanrya merupakan sebuah penugasan dari pejabat yang berwenang

kepada seorang PNS. Oleh karena hal tersebut merupakan penugasan, maka PNS yang
ditugaskan tersebut wajib menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah
ditentukan dengan bukti berupa i jazah yang dikeluarkan oleh perguruan t inggi tempat
PNS dosen tersebut melaksanakan tugas belajar.

b. Apabila PNS dosen yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut
t idak dan/atau belum berhasil  merryelesaikan studinya, maka pirnpinarr unit kerja asal PNS
dosen yang bersangkutan melakukan klarif i lcasi dan verif ikasi atas terjadinya keterlarnbatan
penyelesaian studi tersebut :
l )  I . las i l  k lar i f ika: ; i  dan vcr i { ikas i  nrcnunjukarr  ba l rwa kctcr l : r r t rbatan tcrscbut  [ rukan karcr t : r

kelalaian dan/atau kesengajaan, nraka pinrpinan unit kerya dapat mengusulkan
perpanjangan mas;l tugas belajar (atas biaya scndir i  apabila pemberi bcasisrva t iclak
clapat mempcrpanjang masa pemberian bcasiswa)

2) I{asi l  klari f ikasi dan verif ikasi mcnunjukan bahrva kcterlanrbatan tersebut akibat
kelalaian dan/it tau kcsengajaaan dari PNS doscrl yang bersangkutan, nraka pimpinan
unit kerja PNS yang bersangkutan scgcra nrelakukan pcmanggilan dalam kcscnrpatan
pertiuna terhadap PNS tersebut untuk segara kembali dan melakukan pernbinaan
terhadapnl 'a scsuai dengan kctentuan yang berlal:u.

c. Bagi PNS doserr yang diberikan perpanjangan nrasa tugas belajar. rnaka statusnya tetap PNS
pelajar

d. Bagi PNS doscn yang mendapat pembinaan sesuai dengarr ketentuan yang berlaku. maka
pengaktifan kelnbali  ke dalam jabatarr fungsional doscn tergantung dari hasi l  pcrtr l l i t taan
yang di lakukan oleh Tim l l inap di unit kerja yang bersarrgkutart.

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatian dan kcr. ja sanll  ),ang baik, kanri ucapkatt tcri t t ta
kasih.

-- .- Penja Kcpcgau 'a ian

l v la r i  Maschab
aNI I )19500210 197603I  001



KtrMEI\TERIAN PENDIDI KAN NASIONAL
DIITEKTORAT .IENDBRAL

PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan , Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Nornor : ll 6a /D4.3/2010
Lanrp. :2(dua) lembar
Perihal : Pembayaran tunjangan profesi dosen

yang studi lanjut clcngan biaya scndir i

s  Mei  2010

Kepada Yth.
Koordinator Kopert is Wilayah Vll
Up. Sekretaris Pclaksarta
JL Kertajaya Indah f imur No. 55
Surabaya 60117

Seirubungan dengan surat Saudara Nomor 06921L7/KP/2010 tanggal 30 Maret 2010
pcrihal tersebut pada pokok surat di atas, bersanra ini dengan hormat kami sarnpaikan
pcnjclasan dari Pcnjabat Kcpala Biro Kcpcgawaiau Kcrtrcrtterian Pendidikan Nasional
rrrelalui surat Nornor :29753/A4.5lKPl20l0 tanggal l5 Apri l  2010 tentang pembayaran
tunjangan profesi doscn yang studi lanjut dengan biaya sendir i  (swadana).
Berkaitan dengan hal di atas, mohon penjelasan tersebut dapat rnenjadi pedoman
dalanr pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi doserr.

Dernikian kanri sanrpaikan, atas perhatian dan kerjasantanya kami ucapkan terirna
kasih.

: .Direktur Ketcrtagaarr

Muchlas Samani
N tP .  130156386

Tcmbusan Yth:
L Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2, Koordinator Kopertis Wilayah l s/d XII.


